
ii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembubaran  

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia).Penelitian ini menggunakan 

metodologi penelitian yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwaPengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia 

tertuang dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana dalam melakukan 

pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi kewenangan 

Pemerintah sepenuhnya karena tidak melibatkan proses Peradilan sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Mekanisme pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan HizbutTahrir Indonesia (HTI) diatur dalam Pasal  62 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan yang mana peraturan tersebut memunculkan rezim 

otoriter karena Pemerintah selaku penafsir tunggal dan bertentangan dengan 

prinsip Negara hukum yang dianut di Indonesia. Penelitian ini juga 

merekomendasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengkaji 

ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatankarena bertentangan dengan prinsip negara hukum 

yang di anut oleh Indonesia dan Pemerintah sebaiknya harus merujuk pada Pasal 

22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Menteri Nomor 39/PUU-VII/2009 

dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 
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